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ABSTRACT 

This thesis takes its title "Review of Imposition Policy on VAT on  Supply 
of Taxable Goods  from Central to Branch Office or vice versa". Article 1A of VAT 
LAW provides supply of Taxable Goods from central to branch office or vice 
versa. With this provision, Supply of Taxable Goods  transaction from central to 
branch office or vice versa leads to VAT payable. The result is that the Company 
having business place/branch different from Tax Office area must register its 
business place/branch in order to be confirmed as Taxable Company at the local 
Tax Office. Basically, supply of Taxable Goods  from central to branch office or 
vice versa represents an internal transaction, because in such a transaction there 
is no transfer of ownership of Taxable Goods. In the standpoint of tax 
administration, this provision, of course is burdensome for Taxable Company in 
particular in cost of compliance. In addition, the provision on VAT imposition for 
supply of Taxable Goods  from central to branch office is not in line with theory 
and concept in the VAT itself. Centralization of payable VAT as balancer of the 
provision appeared to provide no sense of justice among the Taxable Persons 
 

This study is conducted by using the theories in the VAT generally applied 
as ground to design a tax policy. The theories include theory on VAT, theory on 
branch, theory on supply of Taxable Goods , theory on Taxable Company, theory 
on Administration and compliance and such other theories which are relevant to 
the title of this study. The method of this study uses quantitative  and descriptive 
approach,  by using primary data in the form of interview conducted on 
academician, practioners, taxpayer and Directorat General of Tax and also 
secondary data in the form of books, literature, regulations and others related to 
the topic. 
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Provision on VAT in Indonesia, and in European Union and PT. XYZ is 
stated to provide a general description on the object to be studied. General 
description on VAT regulation in Indonesia which includes tax object, Taxable 
Goods delivery with VAT payable, Taxable Persons, centralization of VAT 
payable place, obligation of Taxable Company and tax sanction. In European 
Union a general description is also provided on Taxable Persons and taxable 
supply. PT. XYZ also provides description on flow of sale of goods from central to 
branch, and flow of submission of tax report for each of branches. PT. XYZ has 
several branches all over Indoensia, this will be effects on VAT on supply of 
taxable goods  from central to branch office or vice versa. 

The result of interview conducted on academicians, practitioners,  tax 
payers and the exisiting literatures , they in general are in the opinion that supply 
of Taxable Goods from central to branch office is not reasonable to be made a 
tax object.It caused by transaction of supply from central to branch or vice versa 
is internal transaction, as result, it will not be transfer of ownership a taxable 
goods. In addition, consequences arising out of the policy are greatly felt by 
Taxable Persons in particular those related to compliance cost. In the standpoint 
of tax revenue received by the government also resulted in the same amount 
among the Supply Taxable Goods  from central to branch whether or not it is 
deemed a VAT object. In terms of centralization of VAT payable place, 
compliance cost for Taxable Persons decreased, but the policy cannot yet 
provide sense of justice among Taxable Persons. In general practice of 
international taxation, proved that VAT on supply of taxable goods from central to 
branch or vice versa is not regulated on Council Directive in European Union. 

From the study, a conclusion is made that Supply of Taxable Goods  from 
central to branch is not in line with the existing theory and concept of VAT. In 
addition to the absence of added value with the imposed VAT in the transaction, 
VAT collected from Taxable Persons became nil in the aggregate,.Please note 
that tax base of supply of Taxable Goods  from central to branch is of the cost 
price. The policy of centralization can be deemed to decrease cost of taxation, 
otherwise it cannot yet provide sense of justice among Taxable Persons. In case 
of general practice of international taxation such as Council Directive European 
Union and referred to existing theory and concept of VAT , it suggested that VAT 
on supply of taxable goods from central to branch or vice versa to be excluded 
from tax object.  
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ABSTRAK 

Tesis ini mengambil judul  Tinjauan Kebijakan Pengenaan PPN Terhadap 
Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat ke Cabang atau Sebaliknya. 
Pasal 1A UU PPN mengatur tentang penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor 
pusat ke cabang atau sebaliknya. Dengan adanya ketentuan ini, maka transaksi 
penyerahan Barang Kena Pajak  dari kantor pusat ke cabang  atau sebaliknya 
terutang PPN. Akibatnya Pengusaha yang memilki tempat usaha/ cabang yang 
berbeda lokasi wilayah KPP, harus mendaftarkan tempat usaha/cabang tersebut 
untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP setempat. Pada dasarnya penyerahan 
Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya merupakan 
transaksi internal, oleh karena dalam transaksi tersebut tidak terjadi perpindahan 
kepemilikan atas suatu Barang Kena Pajak. Dari sudut administrasi perpajakan, 
tentu saja ketentuan ini akan memberatkan PKP terutama dalam hal  cost of 
compliance yang harus ditanggung oleh PKP. Disamping itu ketentuan 
pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke 
cabang tidak sejalan teori dan konsep dalam PPN itu sendiri. Pemusatan tempat 
PPN terutang sebagai penyeimbang ketentuan tersebut, kurang memberikan 
unsur keadilan di antara PKP.   

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori dalam PPN yang 
umum digunakan sebagai dasar merancang  suatu kebijakan perpajakan. Teori-
teori tersebut  meliputi, teori tentang PPN, teori tentang cabang, teori tentang 
penyerahan Barang Kena Pajak, teori Pengusaha Kena Pajak, teori tentang 
Administration and compliance cost dan teori-teori lainnya yang masih relevan 
dengan topic  penelitian ini.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dan deskriptif engan menggunakan sumber data primer berupa 
wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa buku-buku, literatur, 
peraturan perundangan dan  sumber lainnya yang masih berkaitan dengan topik 
pembahasan dalam tesis ini.. 

 Ketentuan tentang PPN di Indonesia, dan di Uni Eropa serta PT. XYZ  
diungkap untuk  memberikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti. 
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Gambaran umum tentang ketentuan PPN di Indonesia meliputi objek pajak, 
penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN, Pengusaha Kena Pajak, 
pemusatan tempat PPN terutang, kewajiban PKP serta sanksi perpajakan. Pada 
Uni Eropa pun diberikan gambaran umum tentang, Pengusaha Kena Pajak dan 
Penyerahan yang terutang pajak. PT. XYZ juga dipaparkan gambaran tentang 
alur pembelian dan penjualan barang  dari pusat ke cabang, serta alur 
penyampaian laporan pajak untuk masing-masing cabang. PT. XYZ memiliki 
banyak cabang seluruh Indoensia, yang tentu saja akan mempunyai dampak 
terhaap kebijakan pengenaan PPN aas transaksi penyerahan Barang Kena 
Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. 

Hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak 
akademisi, praktisi dan wajib pajak serta literatur yang ada, diketahui  bahwa 
penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya 
tidak layak dijadikan sebagai objek pajak. Dasar pertimbangannya adalah bahwa 
secara teori dan konsep ketentuan tersebut tidak selaras.  Ketidakselarasan 
tersebut antara lain dsebabkan oleh karena dalam transaksi penyerahan Barang 
Kena Pajak dari pusat ke cabang adalah transaksi yang bersifat internal, 
sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan atas suatu Barang Kena Pajak. 
Selain itu akibat yang dtimbulkan dari kebijakan tersebut sangat dirasakan sekali 
oleh PKP terutama berkaitan dengan compliance cost. Dari sisi penerimaan 
pajak (tax revenue) yang diterima oleh pemerintah juga menghasilkan jumlah 
yang sama antara penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang 
dianggap sebagai objek PPN maupun tidak dianggap sebagai objek PPN. Dalam 
hal pemusatan tempat PPN terutang, memang bisa mengurangi compliance cost 
bagi PKP, hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
PT. XYZ. Namun kebijakan tersebut  belum dapat memberikan rasa keadilan 
diantara PKP. Dalam hal kelaziman dalam praktek perpajkan internasional, 
setelah dilakukan penelitian literature yang ada, bahwa ternyata Council Directive 
Uni Eropa tidak mengatur adanya ketentuan penyerahan Barang Kena Pajak dari 
pusat ke cabang sebagai objek pajak 

Dari penelitian tersebut dapat ditarik suatu simpulan bahwa penyerahan 
Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang tidak sejalan dengan teori dan 
konsep PPN yang ada. Selain tidak adanya nilai tambah yang dikenakan PPN 
dalam transaksi tersebut menyebabkan, PPN yang dipungut dari PKP secara 
agregat nihil. Oleh karena tax base dari penyerahan Barang Kena Pajak dari 
pusat ke cabang adalah sebesar harga pokok. Kebijakan Pemusatan tempat 
PPN terutang memang dapat menurangi cost of compliance, namun kemudahan 
pemberian izin pemusatan tempat PPN terutang belum dapat dirasakan oleh 
semua PKP. Dalam praktek pajak internasional seperti pada Council Directive di 
Uni Eropa, tidak mengatur adanya kebijakan PPN atas transaksi penyerahan 
Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang dan merujuk pada teori dan konsep 
PPN yang ada, maka  dari penelitian ini, disarankan, sebaiknya ketentuan PPN 
atas peneyarahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang dihapuskan.  
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